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KECAMATAN MERAWANG
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KECAMATAN MERAWANG
Jl. Depati Amir No. 6 Baturusa Kode Pos 33172 Kepulauan Bangka Belitung
E- mail : kecamatanmerawang03.gmail.com
Website :  www.Kecmerawang.bangka.go.id/?=user


KEPUTUSAN CAMAT MERAWANG
NOMOR : 188.4/ 067 /Kec. Merawang/2026

TENTANG
TENTANG STANDAR PELAYANAN  (SP)
PADA KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA

CAMAT MERAWANG,

Menimbang      :  a.   bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b.   bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

Mengingat        :  1.   Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1959  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );

2.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4033);
3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.   Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.   Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8.   Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9.   Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;
10. Keputusan   Presiden   Nomor   88   Tahun   2004   tentang   P engelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;;
12. Peraturan Daerah  Kabupaten  Bangka Nomor 5  Tahun 2008 tentang   Organisasi   dan Tata
Kerja  Dinas  Daerah  Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008
Nomor 5 seri D);
13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangka  Nomor  2  Tahun  2009  tentang     Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 2 seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Pelayanan
Publik( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN :


Menetapkan                :

PERTAMA                 :   Menetapkan  Standar   Pelayanan  pada   Kecamatan  Merawang   Kabupaten      Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA                      :   Standar  Pelayanan  Kecamatan  Merawang  Kabupaten  Bangka  sebagaimana  dimaksud dalam diktum kesatu meliputi ruang lingkup:
1.    Standar Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran;
2.    Standar Pelayanan Pengurusan Akta Kematian;
3.    Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga;
4.    Standar Pelayanan Pengurusan Pindah Datang;
5.    Standar Pelayanan Pengurusan SKPWNI ( Surat Keterangan Pindah Warga
Negara Indonesia);
6.    Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) ;
7.    Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Identitas Anak ( KIA) ;
8.    Standar Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
9.    Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ahli Waris;
10.  Standar  Pelayanan  Penerbitan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang
Tanah (SPPFBT);
11.  Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMPFBT);
12.  Standar Pelayanan Pengurusan Surat Hibah;
13.  Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Santunan Kematian;
14.  Standar Pelayanan Penerbitan SKTM( Surat Keterangan Tidak Mampu);
15.  Standar Pelayanan Penerbitan SKCK( Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
16.  Standar Pelayanan Penerbitan SKBD( Surat Keterangan Bersih Diri);
17.  Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Keramaian.
18.  Standar Pelayanan Pendampingan Penerbitan NIB.
19.  Standar Pelayanan Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan.
20.  Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

KETIGA                :         Standar   Pelayanan   sebagaimana   terlampir   dalam   Lampiran   keputusan   ini   wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT                 :   Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.


KELIMA                    :   Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
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Lampiran I
Surat Keputusan Camat Merawang
Nomor    : 188.4/ 067 /Kec. Merawang/2026
Tanggal  :   10 Juni 2026



PROFIL KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA



A.  Gambaran Umum

Kecamatan Merawang adalah  salah  satu  kecamatan di  wilayah kabupaten ban gka  yang memiliki letak  strategis penghubung antara  kota pangkalpinang dan kota sungailiat kabupaten Bangka, Kecamatan Merawang terdiri  dari  10  desa  dipimpin oleh  Camat  yang  mempunyai tugas   Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik  dan pemberdayaan masyarakat  Lurah  dan  desa  dimana sesuai   dengan yang   tertuang  dalam   Peraturan  Daerah Kabupaten  Bangka  Nomor  11   Tahun    2019   tentang  Perubahan  atas   Peraturan  Daerah Kabupaten  Bangka  Nomor  13  Tahun   2016   tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah. Secara  lebih  lanjut  juga  diuraikan pada  Peraturan Bupati  Bangka Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Merawang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 83), Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka terdiri dari : 1 (Satu) Sekretaris Camat , 5 (Lima) Kepala Seksi dan 2 (dua) kepala Sub Bagian.
B.  Dasar Hukum



adalah :

Dasar hukum dari penyusunan standar pelayanan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ini

1.   Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3.   Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
4.   Bupati Bangka Nomor 72 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 83.


C.  Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi


Uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan kecamatan;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

g. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
h. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;

i.  pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;

j.  pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;

k. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

l.  pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

m. pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;

n. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
o. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;

q. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f.  Seksi Pelayanan Umum;
g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan;
h. Desa
Desa yang terdiri dari :
1. Kades (Kepala Desa);
2. Sekretaris Desa;
3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan; dan
5. Seksi Pelayanan Umum.
Lampiran II
Surat Keputusan Camat Merawang
Nomor    : 188.4/ 068 /Kec. Merawang/2026
Tanggal  :   10 Juni 2026


1. Standar Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2.  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  perubahan  atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2.  Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
3.  Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
4.  Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
5.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur   Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009Tentang Penyelengaraan Administrasi

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1. Surat Lahir dari Dokter/ Bidan setempat ( Asli),
2.  KTP suami dan istri, FC saksi 2 orang, FC Buku Nikah,
3. KK asli
4. Formulir F2.01
5. Formulir F2.03
6. Formulir F2.04

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	
1.   Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.   Petugas pelayanan memverifikasi berkas dan diteruskan pada Operator Komputer
3.   Berkas diproses (Dindukpencapil)

4.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon

	4
	Jangka waktu pelayanan
	3 ( Hari) Kerja

	5
	Biaya/tarif
	Gratis

	6
	Produk pelayanan
	Akta Kelahiran

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id




	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali
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2. Standar Pelayanan Pengurusan Akta Kematian

	No
	Komponen
	Uraian
	

	1.
	Dasar Hukum
	1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2.  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  perubahan  atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3.  Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
4.  Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
5.  Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
6.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur   Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7.  Peraturan   Bupati Kabupaten Bangka Nomor 29 tahun 2016 tentang pedoman   penyelenggaraan   pelayanan   Akta   Kelahiran   dan   Akta Kematian melalui layanan pro aktif.
	

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1.  Surat Kematian dari Rumah Sakit/Kepala Desa/Lurah (Asli)
2.  KK dan KTP asli yang meninggal dunia
3.  KTP pelapor (ahli waris)
4.  Fotokopi KTP saksi 2 orang
5.  Formulir F2.01
	

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	
1.  Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.   Petugas pelayanan memverifikasi berkas dan diteruskan pada Operator Komputer
3.   Berkas diproses (Dindukpencapil)

4.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
	

	4
	Jangka waktu pelayanan
	3 ( Hari) Kerja
	

	5
	Biaya/tarif
	Gratis
	

	6
	Produk pelayanan
	Akta Kematian
	

	7
	Penanganan pengaduan, saran
dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id
	

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak

7.  Ruang Laktasi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung




	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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3. Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga

	No
	Komponen
	Uraian
	

	1.
	Dasar Hukum
	1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2.  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  perubahan  atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3.  Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
4.  Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
5.  Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
6.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur   Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7.  Peraturan   Bupati Kabupaten Bangka Nomor 74 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan (termasuk penerbitan dan pembaruan Kartu Keluarga) secara daring online.
	

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1.  Kartu keluarga lama suami dan istri (asli), KTP asli
2. Buku Nikah/kutipan akta perkawinan,
3. Formulir F1.02
4. Formulir F1.06 untuk perubahan elemen data (misal: dari belum kawin menjadi kawin, dll di buktikan dengan dokumen pendukung)
5. Dokumen pendukung perubahan elemen data (jika ada perubahan data)
	

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	
1.   Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.   Petugas pelayanan memverifikasi berkas dan diteruskan pada Operator Komputer
3.   Berkas diproses (Dindukpencapil)

4.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
	

	4
	Jangka waktu pelayanan
	3 ( Hari) Kerja
	

	5
	Biaya/tarif
	Gratis
	

	6
	Produk pelayanan
	Kartu Keluarga
	

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id
	

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak

7.  Ruang Laktasi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik




	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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4. Standar Pelayanan Pengurusan Pindah Datang

	No
	Komponen
	Uraian
	

	1.
	Dasar Hukum
	1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2.  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  perubahan  atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3.  Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
4.  Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
5.  Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
6.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur   Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7.  Peraturan   Bupati Kabupaten Bangka Nomor 74 tahun 2022 tentang permohonan surat pindah dapat di ajukan secara daring online melalui aplikasi pesona Dukcapil Bangka.
	

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1. SKPWNI dari daerah asal
2. KTP EL pemohon,
3. Buku/surat nikah atau mengisi formulir F1.05 jika status sudah menikah tetapi tidak bisa membuktikan buku nikah dari KUA
4. Jika numpang lampirkan KK yang di tumpangi dan KTP EL kepala keluarga yang di tumpangi
5. Formulir F1.02
6. Formulir F1.03
	

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	
1.   Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.   Petugas pelayanan memverifikasi berkas dan diteruskan pada Operator Komputer
3.   Berkas diproses (Dindukpencapil)

4.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
	

	4
	Jangka waktu pelayanan
	3 ( Hari) Kerja
	

	5
	Biaya/tarif
	Gratis
	

	6
	Produk pelayanan
	Pindah Datang
	

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id
	

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak

7.  Ruang Laktasi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik




	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
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)Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
5. Standar Pelayanan Pengurusan SKPWNI ( Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia)

	No
	Komponen
	Uraian
	

	1.
	Dasar Hukum
	1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2.  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  perubahan  atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
1.  Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
2.  Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
3.  Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
4.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur   Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009Tentang Penyelengaraan Administrasi
	

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1. Kartu Keluarga Asli
2.  KTP Elektronik Asli
3. Formulir F-1.03
4. Foto buku nikah/akta perkawinan( jika sudah menikah)
	

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	
1.   Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.   Petugas pelayanan memverifikasi berkas dan diteruskan pada Operator Komputer
3.   Berkas diproses (Dindukpencapil)

4.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
	

	4
	Jangka waktu pelayanan
	3 ( Hari) Kerja
	

	5
	Biaya/tarif
	Gratis
	

	6
	Produk pelayanan
	Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia
	

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id
	

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak

7.  Ruang Laktasi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang




	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026










 (
CA
M
A
T
 
M
E
RA
W
AN
G
,
A
R
I
E 
P
A
M
U
N
G
K
AS
,
S
.
S
T
P
,
M
.
S
i
)NIP. 19841130 200212 1 002
6. Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

	No
	Komponen
	Uraian
	

	1.
	Dasar Hukum
	1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2.  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  perubahan  atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6.  Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
7.  Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
8.  Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
9.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur   Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
10.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009Tentang Penyelengaraan Administrasi
	

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1. Fotocopy Kartu Keluarga
2.  Fotocopy Akta kelahiran/ Ijazah
	

	3
	Sistem, mekanisme, dan
prosedur
	
1.   Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.   Petugas pelayanan memverifikasi berkas dan diteruskan pada Operator Komputer
3.   Berkas diproses (Dindukpencapil)

4.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
	

	4
	Jangka waktu pelayanan
	3 ( Hari) Kerja
	

	5
	Biaya/tarif
	Gratis
	

	6
	Produk pelayanan
	Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia
	

	7
	Penanganan pengaduan, saran
dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id
	

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak

7.  Ruang Laktasi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang




	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali







Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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7. Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Indentitas Anak (KIA)

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang  –  Undang  Nomor  23  tahun  2006 tentang  Administrasi Kependudukan;
3.  Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
4.  Keputusan  Presiden  Nomor  88  tahun  2004  tentang  Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5.  Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan   pendaftaran   Penduduk  dan   pencatatan   sipil  di Daerah;
6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur   Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Perubahan   atas   peraturan   Bupati   Bangka   Nomor   02   Tahun
2009Tentang Penyelengaraan Administrasi

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1. Fotocopy Kartu Keluarga
2.  Fotocopy Akta kelahiran
3.  Fotocopy KTP Orang Tua
4.  Fotocopy Buku Nikah

	3
	Sistem, mekanisme, dan
prosedur
	
1.  Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.   Petugas pelayanan memverifikasi berkas dan diteruskan pada Operator Komputer
3.   Berkas diproses (Dindukpencapil)

4.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon

	4
	Jangka waktu pelayanan
	3 ( Hari) Kerja

	5
	Biaya/tarif
	Gratis

	6
	Produk pelayanan
	Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia

	7
	Penanganan pengaduan, saran
dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id



	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak

7.  Ruang Laktasi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang




	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali







Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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8. Standar Pelayanan Pengurusan Dispensasi Nikah

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
2.  Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3.  Undang-undang   (UU)   Nomor   16   Tahun   2019   tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4.  Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5.  Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024
Tentang Pencatatan Pernikahan
6. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur   Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7.  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  5  tahun  2019  tentang
pendoman mengadili Dispensasi Nikah
8.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun
2009Tentang Penyelengaraan Administrasi

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1.  Foto copy KTP dan KK pemohon
2. Fotocopy KTP Orang Tua pemohon
3. Fotocopy Ijazah pemohon
4. Foto copy Akta Kelahiran pemohon
5. Surat Pengantar Perkawinan Model N 1
6. Surat Permohonan Kehendak Menikah Model N 2
7. Surat Persetujuan Mempelai Model N 3
8. Surat Izin Orang Tua Model N 4
9. Surat Keterangan Belum Menikah
10. Foto copy Akta perceraian (jika berstatus Duda/janda)

	3.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	1.   Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dalam rangkap 3 (tiga) 1 rangkap asli dan 2 rangkap berkas fotocopy.
2.   Petugas pelayanan memeriksa berkas
3.   Berkas diproses
4.   Berkas lengkap kemudian diverifikasi serta difaraf oleh kasi, Sekcam dan ditandatangani oleh camat
5.   Petugas melakukan penomoran berkas pemohon
6.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
- 1 berkas asli untuk pemohon,
- 1 berkas fotocopy untuk arsip Kecamatan
- 1 berkas fotocopy untuk arsip Desa

	4.
	Jangka waktu pelayanan
	1 ( Hari) Kerja

	5.
	Biaya/tarif
	Gratis

	6.
	Produk pelayanan
	Dispensasi Nikah

	7.
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id




	8.
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

	9.
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang
Baik

	
10.
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11.
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12.
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13.
	Jaminan keamanan dan keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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9.  Standar Pelayanan Pengurusan Surat Ahli Waris

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
2.	Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur    Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3.   Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016
tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Daerah  Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008
Nomor 5 seri D);
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2  Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 2 seri D);
6.   Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2020
tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1      Foto copy KTP dan KK pemohon
2      Foto copy KTP dan KK Ahli Waris
3      Foto copy Buku Nikah yang meninggal
4      Foto copy Akta Kematian yang meninggal
5      Fotokopi Akta Kelahiran (Apabila ahli waris belum memiliki
KTP atau masih dibawah umur)
6      Surat Pernyataan Ahli Waris bermatrai 10.000
7      Surat Kuasa Ahli Waris Bermatarai 10.000
8     Surat keterangan Ahli Waris

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	1.   Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dalam rangkap 3 (tiga) 1 rangkap asli dan 2 rangkap berkas fotocopy.

2.    Petugas pelayanan memeriksa berkas

3.   Berkas diproses
7.	Berkas lengkap kemudian diverifikasi serta diparaf oleh kasi, Sekcam dan ditandatangani oleh camat
4.    Petugas Melakukan penomoran berkas pemohon

5.    Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
- 1 berkas asli untuk pemohon,
- 1 berkas fotocopy untuk arsip Kecamatan
- 1 berkas fotocopy untuk arsip Desa

	4
	Jangka waktu pelayanan
	1 ( Hari) Kerja

	5
	Biaya/tarif
	Gratis

	6
	Produk pelayanan
	Ahli Waris

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id




	8
	Sarana dan prasarana
	
1.  Kursi tunggu

2.  Free Wifi

3.  Dispenser Air minum

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali




Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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10. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Penguasaan Pernyataan Bidang Fisik Tanah (SPPFBT).

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	
1.    Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-

pokok Agraria;

2.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
4.    Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN Nomor 18 tahun
2021 tentang penetapan hak pengelolaaan dan hak atas tanah;
5.    Peraturan Daerah  Kabupaten  Bangka Nomor 5  Tahun 2008 tentang     Organisasi     dan Tata     Kerja     Dinas     Daerah Kabupaten Bangka  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bangka
Tahun 2008 Nomor 5 seri D);

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1.  Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi KTP saksi batas tanah
3. Berita Acara Pengukuran
4. Gambar Situasi Sementara
5. Berkas SPPFBT  yang sudah  ditandatangani  oleh  Lurah/Kepala
Desa
6. Jika asal usul perolehan tanah berasal dari  Hibah/ jual beli/waris melampirkan bukti-bukti surat hibah/kwitansi jual beli/ surat ahli waris
7. Surat Pernyataan  tidak tumpang tindih  pihak lain,  tidak dalam jaminan bank, tidak dalam kawasan hutan dan belum pernah diterbitkan surat tanah

	3
	Sistem, mekanisme, dan
prosedur
	1.	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.   Petugas pelayanan memverifikasi berkas
3.   Berkas diproses
4.   Berkas lengkap dan ditandatangani oleh Camat
5.    Meregistrasi berkas pemohon
6.   Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon

	4
	Jangka waktu pelayanan
	2 hari kerja

	5
	Biaya/tarif
	Gratis

	6
	Produk pelayanan
	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak

7.  Ruang Laktasi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Menguasai GPS
4.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
5.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik




	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	11.Kode etik pelayanan

12.Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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11. Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMPFBT)

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1.    Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria;
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.    Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4.	Peraturan   Pemerintah   Nomor   24   tahun   1997   tentang pendaftaran tanah;
5.    Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 18 tahun
2021  tentang  hak  pengelolaaan,  Hak  Atas  Tanah,  satuan
rumah susun dan pendaftaran tanah;
6.    Peraturan Presiden Nomor 47 Tentang kementerian Agrarian
Dan Tata Ruang;
7.    Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang
Pendaftaran Tanah;

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1. Surat Permohonan pendaftaran/pencatatan
2.  Fotokopi KTP pemohon
3. Fotokopi KTP saksi batas tanah
4. Berita Acara Pengukuran
5. Gambar Situasi Sementara
6. Berkas     SPPFBT     yang     sudah     ditandatangani     oleh
Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi
7. Jika  asal  usul  perolehan  tanah  berasal  dari  Hibah/  jual beli/waris melampirkan bukti-bukti surat hibah/kwitansi jual beli/ surat ahli waris
8. Surat Pernyataan tidak tumpang tindih atas lahan pihak lain, tidak dalam jaminan bank, tidak dalam kawasan hutan dan surat telaah dari BPKH terkait dengan kawasan hutan bila berada dalam status kawasan hutan.

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	1.  Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dalam rangkap 3 (tiga) 1 rangkap asli dan 2 rangkap berkas fotocopy.
2.  Petugas pelayanan memeriksai berkas
3.  Berkas diproses
4.  Berkas lengkap kemudian diverifikasi serta difaraf oleh Kasi, Sekcam dan ditandatangani oleh Camat
5.  Petugas Mendaftarkan/mencatat berkas pemohon
6.   Berkas selesai dan diserahkan ke
- 1 berkas asli untuk pemohon,
- 1 berkas fotocopy untuk arsip Kecamatan
- 1 berkas fotocopy untuk arsip Desa

	4
	Jangka waktu pelayanan
	Maximal 2 hari kerja

	5
	Biaya/tarif
	Gratis

	6
	Produk pelayanan
	Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMPFBT)




	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1. Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Menguasai GPS
4.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang baik dan benar

	10
	Pengawasan Internal
	Dilakukan oleh atasan langsung

	11
	Jumlah pelaksana
	3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung
Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan
2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali






Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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12. Standar Pelayanan Pengurusan Surat Hibah
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	13
	Jaminan keamanan dan keselamatan
	1. Kode etik pelayanan
2. Pelayanan yang diberikan secara cepat,tepat dengan hasil yang bisa
dipertanggung jawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 Bulan sekali




Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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	8
	Sarana dan prasarana
	1. Komputer
2. Kursi tunggu
3. Free Wifi
4. Dispenser Air minum
5. AC
6. ATK

	9
	Kompetensi Pelaksana
	1. Pendidikan minimal SMA
2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi dan tata bahasa yang baik
3. Menguasai computer

	10
	Pengawasan Internal
	Dilakukan oleh atasan langsung

	11
	Jumlah pelaksana
	3 (tiga) orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1. Adanya kebijakan / panduan / SOP
2. Memiliki SDM yang kompeten
3. Sarana dan prasarana yang mendukung
4. Adanya pemberitahuan kepada masyarakat apabila terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan SP.

	13
	Jaminan keamanan dan keselamatan
	1. Kode etik pelayanan
2. Pelayanan yang diberikan secara cepat,tepat dengan hasil yang
bisa dipertanggung jawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 Bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
 (
CA
M
A
T
 
M
E
RA
W
A
N
G
,
A
R
I
E 
P
A
M
U
N
G
K
AS
,
S
.
S
T
P
,
M
.
S
i
)Pada Tanggal  : 10 Juni 2026












NIP. 19841130 200212 1 002












n




n






g
 (
14.
 
S
t
a
n
d
a
r
 
P
e
l
a
y
a
n
a
n
 
P
e
n
e
r
b
i
t
a
n
 
S
u
r
a
t
 
K
e
t
e
r
a
n
g
a
n
 
T
i
d
a
k
 
M
a
m
pu
 
(S
K
T
M
)
)
 (
NO
K
O
M
P
O
N
E
N
UR
A
IAN
1
D
a
s
a
r
 
H
u
k
um
1. 
 
U
n
d
a
n
g
-
U
n
d
a
n
g
 
R
e
pub
li
k
 
I
ndon
e
s
i
a 
N
o
m
o
r
 
25
 
t
a
h
un
 
2009
 
t
e
n
t
a
ng
P
e
l
a
y
a
n
a
n
 
P
ub
l
i
k
;
2. 
 
U
n
d
a
n
g
-
U
n
d
a
n
g
 
N
o
m
o
r 
 
24  
t
a
h
un
 
2013  
t
e
n
t
a
ng
 
p
e
r
ub
a
h
a
n
 
a
t
a
s 
U
n
d
a
ng
 
–  
U
n
d
a
ng
 
N
o
m
o
r
 
23
 
t
a
h
un
 
2006
 
t
e
n
t
a
ng
 
A
d
m
i
n
i
s
t
ra
si 
K
e
p
e
n
d
u
d
u
k
a
n
;
3
.
 
P
e
ra
t
u
ra
n
 
P
r
e
s
i
d
e
n
 
N
o
m
o
r
 
25
 
t
a
h
un
 
2008
 
t
e
n
t
a
ng
 
p
e
r
s
y
a
r
a
t
a
n
 
d
a 
t
a
t
a
car
a
 
p
e
n
d
a
f
t
a
r
a
n
 
P
e
n
d
u
d
u
k
 
d
a
n
 
P
e
n
c
a
t
a
t
a
n
 
s
i
p
il
;
4
.
 
K
e
pu
t
us
a
n
 
P
r
e
s
i
d
e
n
 
N
o
m
o
r
 
88
 
t
a
h
u
n
 
2004
 
t
e
n
t
a
ng
 
P
e
ng
e
l
o
l
aa
n s
i
s
t
e
m
 
I
n
f
o
r
m
a
si
 A
d
m
i
n
i
s
t
ra
si
 K
e
p
e
n
d
u
d
u
k
a
n
;
5
.
 
P
e
ra
t
u
ra
n
 
M
e
n
t
e
r
i
 
d
a
l
a
m
 
N
e
g
e
r
i
 
N
0
 
28
 
t
a
h
un
 
2005
 
t
e
n
t
a
n
g
 P
e
do
m
a 
P
e
ny
e
l
e
ng
g
ar
a
a
n 
 
p
e
n
d
a
f
t
ara
n 
 
P
e
n
d
u
d
u
k 
 
d
a
n 
 
p
e
n
ca
t
a
t
a
n 
 
s
i
p
i
l 
 
d 
D
a
e
ra
h
;
6
.
 
P
e
ra
t
u
ra
n
 
M
e
n
t
e
r
i
 
P
e
n
d
a
y
a
g
u
n
aa
n
 
A
p
ara
t
u
r
 
N
e
g
ar
a
 
d
a
n
 
R
e
f
o
r
m
a
s
B
i
r
o
k
ra
si
 
N
o
m
o
r
 
15
 
T
a
h
un
 
2014
 
t
e
n
t
a
ng
 
P
e
do
m
a
n
 
S
t
a
nd
a
r
 
P
e
l
a
y
a
n
a
n
7
.
 
P
e
ra
t
u
ra
n
 
D
a
e
ra
h
 
K
a
bup
a
t
e
n
 
B
a
n
g
k
a
 
N
o
m
o
r
 
03
 
T
a
h
un
 
2016
 
t
e
n
t
a
n
P
e
r
ub
a
h
a
n  
a
t
a
s 
 
p
e
ra
t
u
r
a
n  
B
up
a
t
i 
 
B
a
n
g
k
a 
 
N
o
m
o
r 
 
02
 
T
a
h
un  200
T
e
n
t
a
ng
 
P
e
ny
e
l
e
n
g
araa
n
 
A
d
m
i
n
i
s
t
ra
si
2
P
e
r
s
y
ara
t
a
n
 
P
e
l
a
y
a
n
a
n
1. 
 
K
a
r
t
u
 
k
e
l
u
ar
g
a
 
p
e
m
ohon
 
(
f
o
t
o
c
o
p
y
)
2. 
 
S
u
r
a
t
 
k
e
t
e
ra
ng
a
n
 
d
ar
i
 
d
e
sa
 
y
a
ng
 
d
i
t
a
n
d
a
t
a
ng
a
n
 
d
e
sa
 
s
e
r
t
a
 
d
i
k
e
t
a
h
u
i o
l
e
h
 c
a
m
a
t
3. 
 
S
u
r
a
t
 
k
e
t
e
ra
ng
a
n
 
l
a
y
a
k
 
y
a
n
g
 
d
i
k
e
l
u
ar
k
a
n
 
d
ar
i
 
PS
M
 
(
p
e
t
u
g
a
s
 
s
o
s
i
a
l 
m
a
s
y
ara
k
a
t
)
3
S
i
s
t
e
m
,
 
m
e
k
a
n
i
s
m
e
,
 
d
a
n
p
r
o
s
e
d
ur
1. 
 
P
e
m
ohon
 
m
e
ny
e
ra
h
k
a
n
 
b
e
r
k
a
s
 
p
e
r
s
y
ara
t
a
n
 
k
e
p
a
d
a
 
p
e
t
u
g
a
s p
e
l
a
y
a
n
a
n
2. 
 
P
e
t
u
g
a
s
 
p
e
l
a
y
a
n
a
n
 
m
e
m
v
e
r
i
f
i
k
a
si
 
b
e
r
k
a
s
3. 
 
B
e
r
k
a
s
 
d
i
p
r
o
s
e
s
4. 
 
B
e
r
k
a
s
 
l
e
ng
k
a
p
 
d
a
n 
d
i
t
a
n
d
a
t
a
n
g
a
ni
 
o
l
e
h
 
p
e
n
j
a
b
a
t
 
y
a
n
g b
e
r
w
e
n
a
ng
5. 
 
M
e
r
e
g
i
s
t
ra
si
 
b
e
r
k
a
s
 
p
e
m
ohon
6. 
 
B
e
r
k
a
s
 
s
e
l
e
s
a
i
 
d
a
n
 
d
i
s
e
ra
hk
a
n
 
ke
 
p
e
m
ohon
4
J
a
n
g
k
a
 
w
a
k
t
u
 
p
e
l
a
y
a
n
a
n
1
 
(
h
ar
i
)
 
k
e
r
j
a
5
B
i
a
y
a
/t
a
r
i
f
T
i
d
a
k
 
a
d
a
 
b
i
a
y
a
6
P
r
od
uk
 
p
e
l
a
y
a
n
a
n
S
u
r
a
t
 K
e
t
e
ra
ng
a
n
 
T
i
d
a
k
 
M
a
m
pu
 
(
S
K
T
M)
7
P
e
n
a
n
g
a
n
a
n
 
p
e
n
g
a
d
u
a
n
, s
a
ra
n
 
d
a
n
 
m
a
su
k
a
n
1.
 
M
e
l
a
l
ui
 
k
o
ta
k
 
s
a
r
a
n
2
.
 
P
a
d
a
 
ja
m
 
d
a
n
 
h
a
ri k
e
r
j
a
 
m
e
la
l
ui
 
:
-
 
D
at
a
ng
 
la
ng
s
u
ng
-
 
M
e
d
i
a
 
S
o
s
ia
l
-
 
SP
4N
 
L
a
p
o
r
W
e
b
s
it
e
 
:
 
w
w
w
.
K
ec
m
e
r
a
w
a
n
g
.
b
a
ngk
a
.
g
o
.
i
d
8
S
ar
a
n
a
 
d
a
n
 
p
ra
s
ar
a
n
a
1
.
 
K
o
m
p
u
t
e
r
2
.
 
K
u
r
s
i
 
t
u
n
gg
u
3
.
 
F
r
e
e
 
W
i
f
i
4
.
 
D
i
s
p
e
n
s
e
r
 
A
i
r 
m
i
n
u
m
5
.
 
AC
6
.
 
A
T
K
9
K
o
m
p
e
t
e
n
si
 
P
e
l
a
k
s
a
n
a
1
.
 
P
e
nd
i
d
i
k
a
n
 
m
i
n
i
m
a
l
 
S
MA
2
.
 
S
D
M
 
y
a
n
g
 
m
e
m
i
li
ki
 
k
e
t
e
ra
m
p
il
a
n
 
ko
m
un
i
k
a
si
 
d
a
n
 
t
a
t
a 
b
a
h
a
s
a 
y
a
n
g
 
b
a
i
k
3
.
 
M
e
ng
u
a
s
a
i
 
c
o
m
pu
t
e
r
10
P
e
n
g
a
w
a
s
a
n
 I
n
t
e
r
n
a
l
D
il
a
k
u
k
a
n
 
o
l
e
h
 
a
t
a
s
a
n
 
l
a
ng
su
n
g
11
Ju
m
l
a
h
 
p
e
l
a
k
s
a
n
a
3
 (
t
i
g
a
)
 
o
r
a
n
g
12
J
a
mi
n
a
n
 
P
e
l
a
y
a
n
a
n
1
.
 
A
d
a
ny
a
 
k
e
b
ij
a
k
a
n
 
/
 
p
a
nd
u
a
n
 
/
 
S
O
P
2
.
 
M
e
mil
i
k
i
 
S
D
M
 
y
a
n
g
 
ko
m
p
e
t
e
n
3
.
 
S
ar
a
n
a 
d
a
n
 
p
ra
s
ar
a
n
a 
y
a
n
g
 
m
e
n
d
u
k
u
n
g
4
.
 
A
d
a
ny
a
 
p
e
m
b
e
r
i
t
a
hu
a
n
 
k
e
p
a
d
a 
m
a
s
y
ar
a
k
a
t
 
a
p
a
b
i
l
a 
t
e
r
j
a
d
i p
e
n
y
i
m
p
a
ng
a
n
 
d
a
l
a
m
 
p
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n
 
SP
.
)9

	13
	Jaminan keamanan dan keselamatan
	1. Kode etik pelayanan
2. Pelayanan yang diberikan secara cepat,tepat dengan hasil yang
bisa dipertanggung jawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 Bulan sekali
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15. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

	
	
KOMPONEN
	
URAIAN

	1
	Dasar Hukum
	1.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang
Pelayanan Publik;
2. Peraturan Bupati Bangka nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta Tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014, tentang cara Penertiban
SKCK.

	2
	Persyaratan Pelayanan
	1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK) dari Desa
2. Fotokopi KTP Pemohon
3.  Pas Photo 4x6

	3
	Sistem, mekanisme,
dan prosedur
	
1.  Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.  Petugas pelayanan memverifikasi berkas

3.  Berkas lengkap petugas melakukan pengetikan Surat Rekomendasi SKCK dan mengajukan untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
4.   Meregistrasi berkas pemohon

5.  Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon

	4
	Jangka waktu pelayanan
	
1 hari kerja

	5
	Biaya/tarif
	
Gratis

	
6
	
Produk pelayanan
	
Surat Keterangan Catatan Kepolisian

	7
	Penanganan
pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor

Website :www.Kecmerawang.bangka.go.id

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer
2.  Printer

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak
7.  Buku Register
8.   Ruang Tunggu.

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan

4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik
5.  Mengetahui Peraturan Undang-undang, dan ketentuan berlaku

6.  Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;

7.  Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;

8.  Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.





	10
	Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	11
	Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan
2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja
pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali






Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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16. PELAYANAN  PENERBITAN  SURAT KETERANGAN   (SKBD)

	
	
KOMPONEN
	
URAIAN

	1
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,
tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Bupati Bangka nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta Tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
2.Peraturan Bupati Bangka tentang Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan.

	2
	Persyaratan Pelayanan
	1.   Fotokopi Kartu Keluarga,
2.   Fotokopi KTP Orang Tua
3.   Berkas  SKBD yang sudah ditandatangani  oleh Lurah/Kepala
Desa
4.   Biodata Pemohon dan Orang Tua
5.   Pas Photo

	3
	Sistem, mekanisme,
dan prosedur
	
1.	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada  petugas pelayanan
2.     Petugas pelayanan memverifikasi berkas

3.     Berkas yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang

4.     Meregistrasi berkas pemohon

5.     Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon

	4
	Jangka waktu pelayanan
	1 hari kerja

	5
	Biaya/tarif
	
Gratis

	
6
	
Produk pelayanan
	
Surat Keterangan Bersih Diri

	7
	Penanganan
pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor

Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer
2.  Printer

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak
7.  Buku Register
8   Ruang Tunggu.

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik
5.  Mengetahui Peraturan Undang-undang, dan ketentuan berlaku

6.  Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;

7.  Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;





	
	
	Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan
Komputer.

	10
	Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	11
	Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan
2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja
pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026









i

 (
CA
M
A
T
 
M
E
RA
W
AN
G
,
A
R
I
E 
P
A
M
U
N
G
K
AS
,
S
.
S
T
P
,
M
.
S
)NIP. 19841130 200212 1 002
17. PELAYANAN  PENERBITAN  SURAT REKOMENDASI IZIN KERAMAIAN


	
	
KOMPONEN
	
URAIAN

	1
	Dasar Hukum
	1.    Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998,
tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum.
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
3.    Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  Dan Fungsi Serta Tata  Kerja  Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka:
4.    Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol : Juklap/02/XII/1995 tanggal
29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan
Kegiatan Masyarakat

	2
	Persyaratan Pelayanan
	1.     Fotokopi KTP Pemohon
2.     Fotokopi KK Pemohon
3.     Surat    Izin    Keramaian    yang    sudah    ditandatangani    oleh
Lurah/Kepala Desa

	3
	Sistem, mekanisme,
dan prosedur
	
1.  Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada  petugas pelayanan
2.  Petugas pelayanan memverifikasi berkas

3.  Berkas lengkap petugas melakukan pengetikan Surat Rekomendasi Izin Keramaian dan mengajukan untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
4.  Meregistrasi berkas pemohon

5.  Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon

	4
	Jangka waktu pelayanan
	1 hari kerja

	5
	Biaya/tarif
	
Gratis

	
6
	
Produk pelayanan
	
Surat Rekomendasi Izin Keramaian

	
7
	
Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2.Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor

Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id

	
8
	
Sarana dan prasarana
	1.  Komputer
2.  Printer

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Ruang Bermain Anak
7.  Buku Register
8.   Ruang Tunggu.

	
9
	
Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik





	
	
	5.  Mengetahui Peraturan Undang-undang, dan ketentuan berlaku

6.  Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;

7.  Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;

Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	
12
	
Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

Pemberian informasi kepada masyarakat

	
13
	
Jaminan keamanan dan keselamatan
	1.   Kode etik pelayanan
2.   Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	
14
	
Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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18. Standar Pelayanan Pendampingan Penerbitan Nomor  Induk  Berusaha ( NIB )

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pelayanan
Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50380);
2.   Perbup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tupoksi Kecamatan
3.   Perbup Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Kecamatan Sebagai Penyelenggara PATEN di Kabupaten Bangka
4.   Perbup  Nomor  26  tahun  2013  tentang  Standar  PATEN  di
Kabupaten Bangka
5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   96  Tahun  2012  Tentang
Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Nomor  25  Tahun  2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 )

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1.  Foto Copy KTP Pemohon
2.  No. HP Android
3. Alamat Email yang aktif
4. Balnko form pembuatan NIB
5. Surat Pengantar dari Desa

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	
1.  Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.  Memverifikasi berkas, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Operator Komputer
3.  Operator komputer melakukan penginputan berkas pada Link Online Single Submission ( OSS ) di dampingi oleh Pemohon Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
4.  Petugas   pelayanan   menyerahkan   Dokumen   Nomor   Induk
Berusaha ( NIB )
5.  Pemohon menerima Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

	4
	Jangka waktu pelayanan
	Kurang Lebih 1 ( satu ) Jam

	5
	Biaya/tarif
	Gratis

	6
	Produk pelayanan
	Pelayanan Pendampingan Penerbitan NIB

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id





	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  Televisi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali






Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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19. Standar Pelayanan Rekomendasi  Lembaga Kemasyarakatan

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pelayanan  Publik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);
2.   Perbup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tupoksi Kecamatan
3.   Perbup   Nomor   25   Tahun   2013   tentang   Pendelegasian   Sebagian Wewenang Bupati kepada Kecamatan Sebagai Penyelenggara PATEN di Kabupaten Bangka
4.   Perbup Nomor 26 tahun 2013 tentang Standar PATEN di Kabupaten
Bangka
5.   Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 )

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1.           SK Pengurus Kelembagaan
2.          Fotocopy KTP Penanggungjawab
3.         Berkas Rekomendasi  Lembaga Kemasyarakatan / Proposal

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	1.     Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2.	Memverifikasi berkas, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Kasi Kesra
3.	Kasi Kesra melakukan paraf pada berkas Lembaga Kemasyarakatan/Proposal untuk kemudian ditandatangani oleh Camat
4.    Camat Menandatangani Berkas Rekomendasi Lembaga
Kemasyarakatan/Proposal
5.	Menerima Berkas Lembaga Kemasyarakatan / Proposal yang telah di tandatangani dan berkas pemohon untuk di registrasi ( Pemberian Nomor Surat dan Stempel Kecamatan )
6.    Pemohon Menerima Berkas Rekomendasi Lembaga
Kemasyarakatan / Proposal

	4
	Jangka waktu pelayanan
	Kurang Lebih 15 Menit

	5
	Biaya/tarif
	Gratis

	6
	Produk pelayanan
	Pelayanan Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1.Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id



	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Televisi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung





	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang

	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan
keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali




Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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20. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat

	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pelayanan
Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50380);
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal
4. Peraturan teri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5.   Peraturan    Bupati    Nomor    25    Tahun    2013    tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kecamatan Sebagai Penyelenggaraan Paten di Kabupaten Bangka;

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	1.   Formulir Pengaduan bila pengaduan melalui langsung ( tatap muka )
2.   No Hp Pengaduan yang bisa di hubungi
3.   KTP Pelapor

	3
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	1.    Masyarakat melaporkan Pengaduan melalui langsung (
tatap muka ) maupun Tidak Langsung (lewat Online)
2.	Petugas Penerima Pengaduan menerima Pengaduan yang masuk Pada kanal-kanal  pengaduan secara langsung maupun tidak langsung
3.   Menangani Aduan dari masyarakat dengan seluruh Tim
Pengelola Pengaduan
4.   Menyerahkan  Berita Acara Penyelesaian Pengaduan
5.   Menerima Berita Acara Penyelesaian Pengaduan

	4
	Jangka waktu pelayanan
	Maksimal 10 hari Kerja

	5
	Biaya/tarif
	Gratis

	6
	Produk pelayanan
	Pelayanan Pengaduan Masyarakat

	7
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	1. Melalui kotak saran
2. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Media Sosial
- SP4N Lapor
Website : www.Kecmerawang.bangka.go.id

	8
	Sarana dan prasarana
	1.  Komputer

2.  Kursi tunggu

3.  Free Wifi

4.  Dispenser Air minum

5.  AC

6.  Televisi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	
1.  Pendidikan Minimal SLTA

2.  Menguasai komputer
3.  Mengetahui Tugas dan Fungsi Pelayanan
4.  Memiliki Keterampilan Komunikasi dan Tata Bahasa yang Baik

	
10
	
Pengawasan Internal
	
Dilakukan oleh atasan langsung

	
11
	
Jumlah pelaksana
	
3 orang





	12
	Jaminan Pelayanan
	1.  Adanya kebijakan / panduan

2.  Memiliki SDM yang kompeten

3.  Loket pelayanan

4.  Sarana dan prasarana yang mendukung

5.  Pemberian informasi kepada masyarakat

	13
	Jaminan keamanan dan keselamatan
	1.  Kode etik pelayanan

2.  Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan

	14
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu)
bulan sekali





Ditetapkan di   : Baturusa
Pada Tanggal  : 10 Juni 2026
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